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PUTUSAN
Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cilegon  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT,  tempat dan tanggal  lahir  Cilegon 18 Agustus 1993,  umur 30

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim RT 001

RW 001 Kelurahan Kebonsari,  Kecamatan Citangkil,  Provinsi

Banten, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT,  tempat dan tanggal  lahir  Cilegon 19 Desember 1995, umur 27

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Karyawan

Swasta, tempat tinggal di  Link. Kalentemu Barat RT 005 RW

001  Kelurahan  Samangraya,  Kecamatan  Citangkil,  Provinsi

Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  5

Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon

dengan register perkara Nomor  629/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-

dalil sebagai berikut:

1.   Bahwa,  Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat

Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/3979/KESOS yang dikeluarkan oleh

Kepala Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 13
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September 2023, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-

cuma (Prodeo/LPBP);

2.   Bahwa,  antara  Penggugat dan  Tergugat adalah  pasangan suami  isteri

yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 24

Maret 2019 dicatat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana

terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/43/III/2019 tertanggal

25 Maret 2019;

3.   Bahwa  setelah  menikah  Penggugat dengan  Tergugat hidup  bersama

tinggal  Jl.  KH.  Agus  Salim  RT  001  RW  001  Kelurahan  Kebonsari,

Kecamatan Citangkil, Provinsi Banten hingga berpisah;

4.  Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

telah  berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  sudah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

    4.1 ANAK I, perempuan,, lahir di Cilegon, 08 November 2020, diasuh oleh

Penggugat;

4.2  ANAK II,  perempuan, lahir di  Cilegon, 22 Januari  2023, diasuh oleh

Penggugat;

5.  Bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat dengan  Tergugat terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  sejak  bulan  Juli  2022,  rumah  tangga

dirasakan  mulai  goyah  disebabkan  oleh  hal-hal  sebagai  berikut:     

5.1Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;  

  5.2Tergugat  dalam memberikan nafkah lahir  tidak mencukupi kebutuhan

rumah tangga sejak tahun 2022;  

  5.3Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;

6.   Bahwa,  akibat  dari  sifat  Tergugat sebagaimana poin 4 (empat)  di  atas,

komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan

sering  menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi

pada  sekitar  bulan  Maret  2023.  Sehingga  antara  Penggugat dengan

Tergugat berpisah  rumah  yang  pergi  meninggalkan  rumah  adalah

Tergugat serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami

isteri sampai dengan saat ini;
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7.   Bahwa  antara  Penggugat dengan  Tergugat sudah  pernah  melakukan

upaya damai dari pihak keluarga;

8.  Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah

tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  suatu  rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah

sudah tidak mungkin tercapai lagi;

9.  Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah

tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah

tangga yang Sakinah,  Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi

sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun

1974  tentang  Perkawinan  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991

tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  sangat  beralasan  apabila

gugatan ini dikabulkan;

10.  Bahwa  mengingat  selama  ini  Penggugatlah  yang  dengan  kemampuan

tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan

mengingat bahwa anak tersebut tersebut masih sangat menginginkan dan

membutuhkan  pengasuhan  dan  tinggal  bersama  Penggugat -  Ibunya  -

maka  dengan  ini  Penggugat mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama

Cilegon  cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak

yang bernama: ANAK I, perempuan, lahir di Cilegon, 08 November 2020,

ANAK II, perempuan, lahir di Cilegon, 22 Januari 2023 berada di bawah

pengasuhan  dan  pemeliharaan  (hadhonah)  Penggugat sebagai  Ibu

kandungnya;

11.  Bahwa,  terhadap biaya yang timbul  dari  perkara  ini  mohon  dibebankan

kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2023;  

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menetapkan  sebagai  hukum  2  (dua)  orang  anak  yang  bernama:

ANAK  I, perempuan,,  lahir  di  Cilegon,  08  November  2020,  ANAK  II,

perempuan,  lahir  di  Cilegon,  22 Januari  2023 tetap   dirawat,  diasuh dan

tinggal bersama Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu kandungnya;

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  DIPA  Pengadilan  Agama

Cilegon Tahun 2023;  

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

(Ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengar;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  secara  litigasi

diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa,  terhadap  gugatan Penggugat,  Tergugat  tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bu

kti Surat 
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1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  XXXXXX  atas  nama

Penggugat,  dicatat  dan  dikeluarkan  oleh  Disdukcapil  Kota  Cilegon,

Provinsi  Banten,  telah bermeterai  cukup dan di-nazegeling,  yang oleh

Ketua  Majelis  telah  dicocokkan dengan  aslinya  ternyata  cocok,  diberi

tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  XXXXX tanggal  24  Maret

2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-

nazegeling, yang oleh Ketua Majelis  telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  :  Nomor  :  XXXXXX

dikeluarkan  oleh  Kelurahan  Kebonsari,  Kecamatan  Citangkil,  Kota

Cilegon,  Provinsi  Banten,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling,

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Nomor XXXXXXX atas nama anak

Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, dicatat dan dikeluarkan oleh

Disdukcapil Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan

di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Nomor XXXXXXX atas nama anak

Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, dicatat dan dikeluarkan oleh

Disdukcapil Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan

di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI  I,  umur  53  tahun,  agama Islam,  pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal di Jl.Sunan Bonang RT 02 RW 01 Kelurahan Ciwandan,

Kota Cilegon, Provinsi Banten.,  telah memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi  kenal  dengan Penggugat  karena saksi  adalah  paman

Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat  terakhir tinggal

bersama  dan  membina  rumah  tangga  di  Kebonsari,  Kelurahan

citangkil, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hingga

berpisah;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

keturunan 2 (dua) orang anak;

 - Bahwa semula  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  berjalan

rukun  dan  harmonis  namun  sejak  bulan  Juli  2022 rumah  tangga

Penggugat  dengan Tergugat  terus menerus terjadi  perselisihan dan

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  jarang  pulang;  Tergugat  dalam

memberikan nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga 

- Bahwa  Saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  sejak  bulan  Oktober  2022,  Tergugat  pergi  meninggalkan

kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan

sampai saat ini mereka telah berpisah 6 (lenam) bulan lamanya dan

selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

hubungan baik lagi;

-   Bahwa saksi  tahu kedua anak tersebut  ada dalam perawatan dan

pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat

tinggal  di  Jl.  KH.  Agus  Salim  RT  01  RW  01  Kelurahan

Kebonsari,Kecamatan  Citangkil,  Kota  Cilegon,  Provinsi  Banten.,  telah

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  adik

kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal

bersama  dan  membina  rumah  tangga  di  Kelurahan  Kebonsari,

Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hingga berpisah;
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- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

keturunan 2 (dua) orang anak;

 - Bahwa semula  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  berjalan

rukun dan harmonis namun sejak sekitar settahun lalu rumah tangga

Penggugat  dengan Tergugat  terus menerus terjadi  perselisihan dan

pertengkaran  disebabkan  masalah  ekonomi  sehingga  motor

Penggugat diambil oleh lising,karena tidak sanggup membayarnya,

 - Bahwa  Saksi  melihat  dan  mendengar  sendiri  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pada sejak 6 bulan lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman

bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat,  dan selama

berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  lagi

hubungan baik lagi;

-  Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat

dan ada dalam keadaan sehat;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan

telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat  tidak pernah hadir  di

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang

pada intinya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,  sebagaimana

dikehendaki  oleh Undang-Undang No.  50 Tahun 2009 jo.  Pasal  39 ayat  (1)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat

tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya  Tergugat,  hal  ini  telah  sejalan  dengan  pendapat  ahli  hukum Islam

dalam Kitab Ahkamul Qur’an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai

pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya : Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan

gugurlah haknya.

Menimbang,  bahwa  Majelis  sependapat  dan  mengambil  alih  hujjah

syari’ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil

alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya  :  Apabila  dia  (Tergugat)  enggan  hadir,  atau  bersembunyi  atau  tidak

diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang,  bahwa jika  ternyata  gugatan Penggugat  beralasan  hukum

dan tidak melawan hak maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR

perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat

(verstek).

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai  adalah  bahwa  Tergugat  jarang  pulang;  Tergugat  dalam  memberikan

nafkah lahir tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

 Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
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perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan  perceraiannya  dengan  mengajukan  alat-alat  bukti  yang  cukup

sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

maka yang pertama sekali  dipertimbangkan adalah apakah Penggugat   dan

Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  surat  P.1

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama Penggugat yang

dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, Provinsi Banten di keluarkan oleh

pejabat berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

(nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat

tinggal  diwilayah Kota Cilegon,  Provinsi  Banten yang merupakan wewenang

relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/43/III/2019 Tanggal 24 Maret 2019 yang

dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai  akta autentik,  bermeterai

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang

pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak

dibuktikan oleh Penggugat,  maka bukti  P.2 sebagai  akta otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  surat  P.3

berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Kebonsari

Kecamatan Citangkil  Kota Cilegon Nomor XXXXXXX ,tanggal  13 September

2023,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan

aslinya,

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti  surat P.4

berupa  fotokopi  Akta  Kelahiran  Anak  bernama  ANAK  I  Nomor  3672-LT-

08062021-0024 yang  dikeluarkan  oleh  Disdukcapil  Kota  Cilegon  Provinsi

Banten sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen)

dan sesuai dengan aslinya; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat
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P.5 berupa fotokopi  Akta Kelahiran Anak bernama ANAK II  Nomor XXXXXX

yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon Provinsi Banten sebagai akta

autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan

aslinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  bertanda  (P.1)  yang

merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik,

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat

melumpuhkannya,  sehingga bukti  tersebut  secara  yuridis  formal  mempunyai

kekuatan  sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan  mengikat  (bidende

bewijskracht),  oleh  karena  itu  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Penggugat

berdomisili  di  wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  maka  Pengadilan  Agama  Cilegon  berwenang  menerima,  memeriksa,

mengadili dan memutus Permohonan Penggugat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 24 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan bukti  bahwa

Penggugat adalah orang yang tidak mampu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.4  dan  P.5  tersebut  harus

dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti  surat tersebut diatas  sesuai

Pasal  1888  KUH Perdata  dan Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13

tahun  1985  tentang  Bea  Meterai,  isi  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  selain  bukti  P.1,P.2,P.3  P.4  dan  P.5  tersebut,

Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah

di  persidangan yang  pada pokoknya keterangan kedua saksi  tersebut  telah

mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang  bahwa  oleh  karena  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal

309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.  Pasal  22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka

keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun

1974  tentang  Perkawinan  mengatur:  “Akibat  putusnya  perkawinan  karena

perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi

keputusannya,  (b).  Bapak  yang  bertanggung-jawab  atas  semua  biaya

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam

kenyataan  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  tersebut,  Pengadilan  dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Pasal 105 Kompilasi Hukum

Islam  di  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  mengatur:  “Dalam  hal  terjadinya

perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun,  adalah  hak  ibunya  (b).  Pemeliharaan  anak  yang  sudah  mumayyiz,

diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  di  antara  ayah  dan  ibunya  sebagai

pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  berdasarkan  fakta   2  orang  anak

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  berada  dan  tinggal  bersama  Penggugat,

berdasarkan fakta hukum Pengugat Peduli dan perhatian terhadap kesehatan

dan nafkah anaknya dan Penggugat adalah seorang ibu yang baik tidak pernah

mabuk mabukan, berjudi,pemadat dan tidak pergi ke diskotik atau lalai terhadap

anaknya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap

atau  perbuatan  yang  dapat  disimpulkan  sebagai  perbuatan  dapat  menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tuntutan

Penggugat meminta agar  kedua orang anak Penggugatagar ditetapkan berada di

bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibu kandung nya, patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai

kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut,

maka  majelis  berpendapat  bahwa  Tergugat  telah  mengakui  atau  setidak-

tidaknya  tidak  dapat  mengajukan  perlawanan  terhadap  dalil-dalil  gugatan

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

dihubungkan  dengan  bukti-bukti  Penggugat  serta  hal-hal  yang  terungkap  di

persidangan,  maka  majelis  menemukan  fakta-fakta  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering

berselisih  dan bertengkar  disebabkan Karena masalah ekonomi  yang tidak

mencukupi;

2.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 6

bulan;

3.Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  dikaruniai  2  orang  anak  yang  kini  anak

tersebut tinggal dan diurus oleh Penggugat selaku ibu kandung nya;

3.Bahwa  selama  persidangan,  Penggugat  telah  menunjukkan  sikap  dan

tekadnya untuk bercerai.

Menimbang,  bahwa  karena  dalil-dalil  gugatan  yang  dikemukakan  oleh

Penggugat, yang di buktikan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan,

maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah

selama 6 bulan disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian

pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya

untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  maka  majelis  hakim  berpendapat  bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi

untuk  kembali  membina  rumah  tangga  bahagia,  mawaddah dan  rahmah

sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mengkin

dapat tercapai;

Menimbang,  bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan

dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang

menghadap  dan  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  beralasan  dan  tidak

melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal

126  HIR,  telah  cukup  alasan  bagi  majelis  untuk  mengabulkan  gugatan

Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Pelayanan Pembebasan Biaya

Perkara Nomor 1554/SEK.P.A.W27-A6HK.1.2.5/X/2023, maka biaya perkara ini

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba’in Sugrha Tergugat (TERGUGAT) kepad

a Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan  sebagai  hukum  2  (dua)  orang  anak  yang  bernama:

ANAK I, perempuan,, lahir di Cilegon, 08 November 2020, ANAK II, tetap

 dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat (PENGGUGAT) sebagai

ibu  kandungnya,  dengan  tetap  memberikan  akses  kepada  Tergugat

(TERGUGAT) selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan

kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
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5. Membebankan  biaya  perkara  kepada  DIPA  Pengadilan  Agama

Cilegon Tahun 2023;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cilegon pada hari Kamis  tanggal  19 Oktober 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1445 Hijriah oleh Yunanto, S.H.I, M.H. sebagai

Ketua Majelis, Tb. Agus setiawarga,S.H.I., M.H dan Ilmas, S.H.I., M.Sy. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Dani  Nurwahudi,  S.H.,  M.H sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

  

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H Yunanto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

 

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

 

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   0,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp.   0,-

3. PNBP Panggilan : Rp.   0,-
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4. Biaya Panggilan : Rp.   0,-

5. Biaya Redaksi : Rp.   0,-

6. Biaya Meterai : Rp.   0,-

JUMLAH : Rp.   0,-

(nol rupiah).
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